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Abstract 
 The state of using digital media is increasingly rapid due to technological 

developments that cannot be separated from human needs that are increasingly open to 

modernity technology. Therefore, in reality, according to its development, the presence of 

technology has led to parties with malicious intent to abuse it. From this phenomenon, there are 

criminal acts through the use of digital media. After the enactment of the Electronic Information 

and Transactions (ITE) Law in Indonesia, there are certain limitations in terms of conveying 

something through digital media. The purpose of this study is to find out how the 

implementation of the ITE Law in solving problems. The method used is the literature study 

method. The results of this study show that the implementation of the ITE Law has been 

adjusted to the objectives of the 1945 Constitution, however, in solving problems it is always 

bound by the rubber article contained in the ITE Law. This article seems to be a terrible 

scourge, even used as a means to take revenge, silence critics, win a case or even become a 

political weapon. The suggestion from this study is for the government to review the contents of 

several articles and also the sanctions against the perpetrators of hate speech. 

Keywords : ambivalent, electronik transaction, the freedom of speak, information and electronic 

transaction Act 

 

 

Abstrak 

Keadaan penggunaan media digital yang semakin pesat dikarenakan perkembangan 

teknologi yang tidak lepas dari kebutuhan manusia yang semakin terbuka akan teknologi 

modernitas. Maka dari itu pada kenyataannya sesuai perkembangannya kehadiran teknologi 

memunculkan pihak-pihak yang berniat jahat untuk menyalahgunakannya. Dari fenomena itulah 

adanya tindak pidana melalui penggunaan media digital. Setelah diberlakukannya Undang-

Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) di Indonesia, terdapat batasan-batasan 

tertentu dalam hal menyampaikan sesuatu melalui media digital. Tujuan penelitian ini untuk 

mengetahui bagaimana implementasi Undang-Undang ITE dalam penyelesaian masalah. 

Metode yang digunakan metode studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukan 

pengimplementasian Undang-Undang ITE sudah disesuaikan dengan tujuan Undang-Undang 

Dasar Tahun 1945, akan tetapi, di dalam penyelesaian masalah selalu terikat dengan pasal karet 

yang terdapat pada Undang-Undang ITE. Pasal ini seolah menjadi momok yang mengerikan, 

bahkan dijadikan sarana untuk membalas dendam, membungkam kritik, memenangkan suatu 

perkara atau bahkan menjadi senjata politik. Saran dari kajian ini adalah agar pemerintah 

mengkaji ulang isi dari beberapa pasal dan juga sanksi-sanksi terhadap pelaku ujaran kebencian. 

Kata kunci : ambivalensi, transaksi elektronik,kebebasan berekspresi,Undang-Undang 

Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) 
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PENDAHULUAN  

Dewasa ini kebebasan berekspresi 

merupakan salah satu faktor negara-negara 

dan masyarakatnya berkembang dan maju 

jika ada suatu wadah ekspresi yang bebas 

dan terbuka. Kebebasan ekspresi 

mencangkup ekspresi yang luas, termasuk 

kebebasan ekspresi secara lisan, tercetak 

maupun materi audiovisual, serta ekspresi 

budaya, artistik maupun politik. Kebebasan 

berekspresi adalah suatu hak yang 

kompleks. Hal ini karena kebebasan 

berekspresi tidak absolut dan wajib 

mematuhi sejumlah pembatasan, sejauh 

pembatasan tersebut ditetapkan oleh hukum 

dan diperlukan. Hak ini melindungi hak 

pembicara dan hak pendengar sehinggga 

kedua sisi hak ini kadang bertentangan dan 

sulit untuk didamaikan. Kedua hak ini 

kadang mengalami ketegangan karena tidak 

mudah untuk menemukan keseimbangan 

antara hak atas kehormatan, keselamatan, 

dan privasi. Setelah terjadinya ketegangan-

ketegangan seperti ini, dibuatlah sebagian 

batasan. 

Istilah “kebebasan berekspresi” 

sudah ada sejak zaman kuno, setidaknya 

sejak masa Polis Athena di Yunani sekitar 

2400 tahun yang lalu. Pada saat itu jenis 

kebebasan berekspresi berbeda dengan 

masa sekarang, dimana kebebasan 

berekspresi masih amat terbatas dan hanya 

diberikan kepada sekelompok kecil 

masyarakat. Semenjak saat itu, 

istilah“kebebasan berekspresi” digunakan 

dengan amat luas dan dikonseptualisasikan 

oleh berbagai kelompok. Kami meyakini 

Pasal 19 Deklarasi Universal Hak-hak 

Asasi Manusia (Universal Declaration of 

Human Rights) yang menyatakan bahwa 

“Setiap orang berhak atas kebebasan 

berpendapat dan berekspresi; hak ini 

mencakup kebebasan untuk berpendapat 

tanpa intervensi dan untuk mencari, 

menerima dan berbagi informasi dan ide 

melalui media apapun dan tanpa 

memandang batas negara” (Pasal 19, 

UDHR). 

Pada tingkat psikologis, kebutuhan 

mengekspresikan diri kita sendiri adalah 

suatu keadaan kemanusiaan yang universal 

dan kita umat manusia sepanjang sejarah 

kehidupan peradaban selalu 

mengekspresikan diri kita. Secara umum 

kebebasan berekspresi penting karena 

empat hal. Pertama, kebebasan berekspresi 

“penting sebagai cara menjamin 

pemenuhan diri seseorang” dan juga untuk 

mencapai potensi maksimal seseorang. 

Alasan kedua adalah untuk pencarian 

kebenaran dan kemajuan pengetahuan. 

Ketiga, kebebasan berekspresi penting 

supaya seseorang dapat berpartisipati dalam 

pengambilan keputusan. Terakhir, 

kebebasan berekspresi memungkinkan 

masyarakat untuk mencapai stabilitas dan 

kemampuan beradaptasi (Atmaja, A.E. 

2014). 

Di masa sekarang, kebebasan 

berekspresi dapat disalurkan melalui 

berbagai cara terutama internet. Internet 

(Interconnected Network) adalah suatu 

jaringan komunikasi yang memiliki fungsi 

untuk menghubungkan antara satu media 

elektronik dengan media elektronik yang 

lain dengan cepat dan tepat. Internet di era 

digital saat ini sangat erat kaitannya dengan 

kehidupan sehari-hari. Mayoritas 

masyarakat menggunakan internet sebagai 

media bantu dalam mengerjakan dan 

menghubungkan berbagai aktivitas manusia 

secara efektif, akurat, dan efesien. 

(Setianto,2009). 

Hal mendasar yang dirasakan 

masyarakat Indonesia saat ini dengan 

menggunakan internet adalah semakin 

terbukanya keran informasi sehingga ruang 

kebebasan berpendapat semakin nyata. Di 

era digital saat ini, merupakan era dimana 

pertukaran informasi berlangsung sangat 

cepat. Setiap orang memiliki kekuasaan 

untuk menyampaikan pendapatnya melalui 

platfrom media baru khususnya media 

sosial. Kebebasan berpendapat pada 

dasarnya merupakan hak setiap individu 

sejak dilahirkan dan telah dijamin oleh 

konstitusi. Sesuai Undang-Undang Dasar 

Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 E 

Ayat (3) yang berbunyi, bahwa setiap orang 

berhak atas kebebasan berserikat, 

berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. 

Kebebasan berekspresi termasuk 

kebebasan berpendapat merupakan salah 

satu hak paling dasar dalam kehidupan 
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bernegara. Kebebasan berekspresi melalui 

internet semakin terbuka dan hak untuk 

mendapatkan dan memberikan informasi 

bisa dilakukan oleh siapa saja. Sejalan 

perkembangan teknologi informasi, 

kehadiran media baru yakni internet 

menjadi media paling fenomenal dan telah 

menggeser peran dari media-media yang 

terlebih dahulu ada. Persinggungan dan 

perubahan transaksi informasi merupakan 

pengenal khusus untuk membedakan antara 

media baru dan tipikal  media massa 

sebelumnya. Teknologi komunikasi ini 

memudahkan masyarakat memilih beragam 

media sehingga leluasa untuk 

mengekspresikan pendapatnya. Namun hal 

tersebut berdampak pada perubahan 

masyarakat dalam mengkonsumsi dan 

mendistribusikan informasi yang ada. 

Media sosial memunculkan karakter 

baru yaitu audience generated dimana 

media baru memungkinkan masyarakat 

mendistribusikan konten yang mereka 

himpun sendiri. Praktik ini berarti 

memproduksi sekaligus mengonsumsi 

konten. Hal negatif yang dapat terekam 

adalah kecenderungan berpendapat di 

media sosial mulai diwarnai dengan konten 

negatif seperti unsur penghinaan. 

Keberadaan media sosial justru 

berbanding terbalik dengan literasi 

sehingga media baru sebagai ruang publik 

cenderung berubah menjadi wadah yang 

sarat dengan konten negatif khususnya 

penghinaan terhadap orang lain. Media 

sosial yang seharusnya menawarkan sarana 

interaktif justru membuat peluang 

malfungsi media sosial. Kebebasan 

berpendapat di era media baru berbasis 

media sosial sebagai bentuk implikasi 

konvergensi media yang kemudian 

dielaborasi dengan regulasi pemerintah 

dalam Undang-Undang Informasi dan 

Transaksi Elektronik (ITE) sebagai payung 

hukum yang membatasi kebebasan 

berpendapat. 

Dilain sisi, keleluasaan dalam 

kebebasan berekspresi dan berpendapat 

nampaknya tidak berlangsung lama. 

Munculnya Undang-Undang yang mengatur 

Informasi dan Transaksi Elektronik (UU 

ITE) yang disahkan oleh DPR pada 25 

Maret 2008 membuat masyarakat kembali 

khawatir dalam berkontribusi melalui 

pendapatnya dalam demokrasi saat ini. 

Bahkan bukan hal yang tidak mungkin jika 

UU ITE bisa digunakan untuk mengekang 

kebebasan berekspresi dan berpendapat 

masyarakat oleh pihak-pihak tertentu, 

terutama penguasa, jika tidak segera 

diluruskan. 

Penelitian terdahulu terkait dengan 

implementasi UU ITE oleh Permatasari dan 

Wijaya pada tahun 2018 menunjukan 

bahwa pada dasarnya implementasi UU ITE 

sudah sesuai dengan tujuan UU Tahun 1945 

yang menjamin kebebasan berpendapat 

tanpa mengurangi perlindungan hokum 

bagi yang berpendapat. Namun masih 

terdapat beberapa permasalahan seperti 

pada Pasal 27 ayat 3 mengenai larangan 

penyebaran iformasi yang menghina dan 

mencemarkan nama baik justru malah 

mengurangi ancaman hukuman dan 

mengurangi kebebasan masyarakat untuk 

berkespresi (Permatasari dan Wijaya,2018). 

Sementara itu, penyelesaian masalah ujaran 

kebencian memang selalu terikat dengan 

pasal karet pasal 27, 28 dan 29 pada UU 

ITE memang tidak pernah berhenti. Pasal 

ini seolah menjadi momok yang 

mengerikan, bahkan dijadikan saranan 

untuk membalas dendam, membungkam 

kritik, memenangkan suatu perkara atau 

bahkan menjadi senjata politik. Isi dari UU 

ITE yang masih multi tafsir bisa 

mengancam kebebasan menyampaikan 

pendapat masyarakat. UU ITE sebagai 

sebuah regulasi yang mengelola mekanisme 

penyebaran informasi melalui transaksi 

elektronik harus dimatangkan lagi. Untuk 

semakin memperjelas peraturan di 

dalamnya, dibutuhkan orang-orang 

memiliki kapasitas dan kompetensi yang 

sesuai terhadap obyek yang akan dibuat 

peraturannya(Syahri, Akhmad, 2010). 

Contoh kasus yang memperlihatkan 

bahwa UU ITE tidak berjalan dengan 

semestinya adalah yang menimpa pemuda 

asal Medan, Sumatera Utara, Benni 

Eduward Hasibuan mengaku pernah 

dipukuli sampai disandera setelah ketahuan 

merekam pungutan liar (pungli) oknum 

petugas kepolisian daerah setempat. Buntut 

dari aksi nekadnya ini, Benni Eduward 

harus mendekam selama 8 bulan penjara 
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dengan tuduhan pencemaran nama baik 

jeratan UU ITE. Pengakuan itu 

disampaikan oleh Benni Eduward saat 

menjadi salah satu narasumber program TV 

Mata Najwa, Rabu (16/6/2021) malam. 

Benni secara blak-blakan menerangkan 

bahwa dirinya mengalami intimidasi dari 

oknum aparat sejak 2018 silam. Dia 

mengklaim beberapa kali diancam dengan 

UU ITE. “Sebenarnya dari 2018 itu sudah 

mulai ada bentuk intimidasi yang saya 

dapat,” kata Benni Eduward seperti dikutip 

Suara.com dari tayangan dalam Youtube 

Najwa Shihab (Suara.com, 17 Juni 2021). 

 
METODE PENELITIAN  

Penelitian ini menggunakan 

pendekatan kualitatif. Sebab sumber data 

maupun hasil penelitian dalam penelitian 

kepustakaan (library research) dengan 

basis normatif. Menurut Moleong (2013:6) 

penelitian kualitatif didasarkan pada upaya 

membangun pandangan mereka yang 

diteliti secara rinci, dibentuk dengan kata-

kata, gambaran, holistic dan rumit. 

Peneliti menggunakan sumber data 

primer (sumber hukum yang bersifat 

autoritatif) dan data sekunder (buku-buku, 

teks, dokumen-dokumen, jurnal hukum, 

tulisan-tulisan para ahli di bidang hukum 

nasional maupun internasional yang didapat 

dari studi kepustakaan). Teknik 

pengumpulan data berupa studi literatur, 

internet searching, inventarisasi peraturan 

perundang-undangan yang berkaitan 

dengan perlindungan terhadap hak 

kebebasaan berekspresi, identifikasi norma-

norma hukum yang terkait dengan 

perlindungan kebebasan menyatakan 

pendapat seseorang dihubungkan dengan 

perlindungan kebebasan berekspresi 

melalui media digital dan mengkaji tentang 

doktrin-doktrin hukum yang diperoleh 

melalui buku-buku hukum yang berkaitan 

dengan perlindungan hak kebebasan 

berpendapat, serta buku-buku lainnya yang 

komprehensif dengan penelitian ini. 

Sedangkan teknik analisis data yang 

digunakan adalah analisis konten, analisis 

induktif dan deskriptif analitik. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Cakupan Materi Undang-Undang 

Informasi dan Transaksi Elektronik 

Hukum sebagai sarana pembaharuan, 

jika diterapkan pada penggunaan internet, 

maka peraturan hukum terutama yang 

tertulis atau peraturan perundang-undangan 

harus dapat mengubah masyarakat yang 

tadinya tidak paham menjadi paham, yang 

asalnya gagap menjadi mahir teknologi. Di 

sisi lain, melalui peraturan perundang-

undangan juga harus dapat memperbaharui 

kesadaran para pengguna internet dari yang 

asalnya menggunakan hak kebebasan 

berekspresi melalui teknologi informasi 

tanpa batas, menjadi sadar bahwa di dunia 

mayapun hak kebebasan berekspresi akan 

berbenturan dengan hak orang lain untuk 

dijaga hak martabatnya, nama baiknya dan 

kehormatan dirinya. Karena itu kebebasan 

berekspresi dan berpendapat di dunia maya 

bukan berarti tanpa batas, tetapi terdapat 

hukum yang dapat membatasi. Di 

Indonesia, keberadaan Undang-Undang No. 

19 Tahun 2016 tentang Informasi dan 

Transaksi Elektronik menjadi acuan yang 

sering digunakan pemerintah sebagai 

hukum yang membatasi. Keberadaan 

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 

tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 

selama ini tidak disepakati oleh seluruh 

publik karena dipandang membatasi 

kebebasan berekspresi. Beberapa ketentuan 

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 

tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, 

khususnya Pasal 27 ayat (3) yang mengatur 

tentang penghinaan dan/atau pencemaran 

nama baik, sering dianggap ada di 

masyarakat. 

Kondisi demikian menunjukkan bahwa 

keberadaan Undang-Undang Nomor 19 

Tahun 2016 tentang Informasi dan 

Transaksi Elektronik tidak serta-merta 

membuat masyarakat sadar akan kebebasan 

dan tanggung jawab. Keberadaan Undang-

Undang ini membuat masyarakat menjadi 
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takut untuk bersuara mengenai 

ketidakadilan di sekelilingnya dan berteriak 

terhadap pelanggaran yang dilakukan 

penguasa karena khawatir dianggap 

penghinaan atau pencemaran nama baik. Di 

satu sisi, kita memang menghendaki adanya 

kebebasan berekspresi. Namun, kita juga 

harus mengakui bahwa masih ada bagian 

dari masyarakat kita yang tidak 

bertanggung jawab dalam menggunakan 

kebebasan itu. 

Gejala kemunculan berbagai 

pelanggaran dari kebebasan dalam 

mendapatkan informasi secara cepat 

tersebut merupakan seebuah gejala 

mendunia. Tidak hanya terjadi dalam 

negara yang notabene merupakan negara 

maju, tetapi juga terjadi di negara-negara 

berkembang. Maka tidak mengherankan 

jika di Indonesia cybercrime sudah sering 

terjadi akhir-akhir ini. Di dalam Undang-

Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang 

Informasi dan Transaksi Elektronik (UU 

ITE) yang merupakan bentuk formal dari 

sebuah sistem dengan tujuan memberikan 

rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum 

bagi pengguna dan penyelenggara 

Teknologi Informasi. Kecemasan pengguna 

dan penyelengara inilah maka terbentukalah 

sebuah Undang-Undang yang diyakini 

mampu sebagai sistem kontrol teknologi 

informasi. Dalam sebuah Undang-Undang 

pasti mempunyai cakupan materi yang 

menjelaskan sejauh apa aturan di dalamnya. 

Hal ini tentunya perlu dijelaskan dan perlu 

diketahui tentang materi apa yang dicakup 

dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 

2016 tentang Informasi dan Transaksi 

Elektronik yang merupakan cyberlaw 

pertama di Indonesia yang mengatur secara 

khusus tentang informasi dan transaksi 

teknologi. Materi Undang-Undang Nomor 

19 Tahun 2016 tentang Informasi dan 

Transaksi Elektronik dapat dikelompokan 

menjadi dua bagian besar yaitu pengaturan 

informasi dan transaksi elektronik, dan 

pengaturan mengenai perbuatan yang 

dilarang (cybercrime). 

 

B. Implementasi Undang-Undang 

Informasi dan Transaksi Elektronik 

UU No.19 tahun 2016 merupakan hasil 

amandemen dari UU Nomor 11 Tahun 

2008 mengenai Informasi dan Transaksi 

Elektronik (UU ITE). Sepanjang 

keberjalanan implementasi UU No. 19 

tahun 2019 mulai banyak menuai kritik 

dimana dianggap tangan besi penguasa 

untuk membatasi kebebasan berpendapat 

masyarakat terutama di ruang maya atau 

media sosial. UU No.19 tahun 2016 juga 

dianggap bertentangan dengan pasal 28E 

ayat (3) UUD 1945 dimana berbunyi 

“Setiap orang berhak atas kebebasan 

berserikat, berkumpul dan mengeluarkan 

pendapat”, dan pasal 28F UUD 1945 yang 

berbunyi: “Setiap orang berhak untuk 

berkomunikasi dan memperoleh informasi 

untuk mengembangkan pribadi dan 

lingkungan sosialnya, serta berhak untuk 

mencari, memperoleh, memiliki, 

menyimpan, mengolah, dan menyampaikan 

informasi dengan menggunakan segala 

jenis saluran yang tersedia” 

Dalam buku “Ketika Hukum 

Berbicara” yang ditulis oleh Fadli Andi 

Natsif memberikan kritik terhadap UU ITE 

( terkhusus Pasal 27 ayat 3) dimana adanya 

UU ITE seperti bertentangan dengan 

ensensi kebebasan berpendapat yang telah 

dijamin oleh instrument internasional 

seperti DUHAM, UUD 1945 serta UU Pers. 

Dalam pengujian uji materi Pasal 27 ayat 

(3) putusan hakim hanya mempertegas apa 

yang ada tanpa mempertimbangkan 

keadlian dalam masyarakat dan 

mengabaikan berbagai fakta hokum yang 

timbul dalam persidangan. Dalam praktik 

implementasinya keberadaan Pasal 27 ayat 

(3) telah banyak melahirkan masalah dan 

konroversi. Beberapa masalah yang timbul 

diambil dari sumber online, buku dan jurnal 
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seperti misalnya penerapan cenderung 

berstandar ganda, diskriminatif, stratifikasi, 

politis, membatasi kebebasan berpendapat, 

berpikir dan berekspresi, memberikan efek 

jangka panjang yang menakutkan, tidak 

memberikan kepastian hokum serta 

mengabaikan rasa keadilan. 

Berdasarkan data pada SAFEnet pada 

tahun 2019 terdapat 29 kasus pemidanaan 

terhadap hak kebebasan berekspresi dengan 

menggunakan pasal-pasal karet UU ITE. 

Pasal 27 ayat 3 UU ITE masih menjadi 

pasal yang mendominasi atau paling banyak 

digunakan dalam pasal pemidanaan 

sebanyak 10 kusus. Namun kasus ini jauh 

dari banyaknya kasus yang telah direkap 

oleh Polri mengenai kasus UU ITE. 

Berdasarkan data  dari Direktorat Tindak 

Pidana Siber Mabes Polri menunjukan 

bahwa terdapat 3005 kasus penyelidikan 

terhadap akun media sosial. Banyakanya 

kasus pemidanaan pada tahun 2019 tersebut 

menunjukkan bahwa hak kebebasan dan 

berekspresi daring di Indonesia belum baik. 

Kebebasan bereksprei dan berpendapat 

masih terus direnggut menggunakan pasal-

pasal karet pada UU ITE terutama Pasal 27 

ayat 1 dan 3 serta Pasal 28 ayat 2. Adanya 

pelaku pemidanaan dari kalangan aparat 

dan pejabat semakin menunjukan bahwa 

UU ITE telah disalahgunakan untuk 

membungkam suara-suara terhadap 

kebijakan public.  

Kasus terkait internet yang terjadi 

sepanjang tahun 2019 terdapat 4.586 kasus. 

Kasus-kasus tersebut antara lain mengenai 

kasus penyebaran konten provokatif dengan 

tuduhan provokatif seringkali sumir dan 

juga multitafsir. Kasus yang terjadi paling 

banyak menjerat pelaku tidak pidana terkait 

internet yaitu melalui media instagram 

dengan 534 kasus. Selanjutnya whatsapp 

dengan 431 kasus, facebook 304 kasus serta 

melalui telepon sebanyak 198 kasus. 

Kebebasan berekspresi dan 

berpendapat merupakan suatau hal yang 

penting karena terdapat kesepakatan bahwa 

Negara-negara dan masyarakat dapat 

berkembang dan maju jika terdapat wadh 

ekspresi yang bebas dan terbuka. Selain itu 

kebebasan berekspresi sangat penting 

karena dapat diguanakan sebagai cara untuk 

pemenuhan diri serta mencapai potensi 

maksimal yang terdapat dalam diri setiap 

manusia. Pencarian kebenaran dan 

kemajuan pengetahuan serta memanfaatkan 

berbagai pemikiran yang berbeda seoptimal 

mungkin juga merupakan salah 

satupentingnya kebebasan berekspresi. 

Dengan adanya kebebasan berkespresi 

seseorang dapat ikut berpartisipasi dalam 

proses pengembilan keputusan, khususnya 

di arena politik serta memungkinkan 

masyarakat dan Negara untuk mencapai 

stabilitas dan kemampuan beradaptasi. 

Empat elemen kebebasan berekspresi 

sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 19 

UDHR: kebebasan untuk berpendapat, 

kebebasan untuk mencari, kebebasan untuk 

menerima, dan kebebasan untuk berbagi 

informasi. 

Adanya undang-undang dana regulasi 

yang tidak adil menjadi salah satu 

hambatan atas kebebasan berekspresi. 

Selain itu regulasi yang tidak adil membuat 

para penantangnya bungkam dan dapat 

memiliki dampak ganda. Ketidak adilan 

regulasi danpat membungkam kebebasan 

berekspresi serta menciptakan suatu 

justifikasi illegal yang salah untuk 

membungkam “suara-suara yang tidak 

seharusnya”. Adanya kalimat-kalimat yang 

tidak jelas dalam undang-undang 

menyebabkan dapat dimanipulasi serta 

dimultitafsir kan. 

Seiring berkembangnya jaman juga 

mulai muncul suatu perkembangan terkait 

dengan kebebasan berekspresi. Dimana 

jumlah undang-undang atau hokum terkait 

dengan kebebasan informasi yang terus 

meningkat. Dalam undang-undang ini 

memfasilitasi akses masyarakat terhadap 
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informasi yang dipegang ileh lembaga 

public atau lembaga Negara. Dengan 

adanya aturan tersebut maka masyarakat 

berhak untuk meminta informasi public dan 

segera harus dilakukan. Selain itu informasi 

tersebut harus diterbitkan secara otomatis 

dan rutin serta dibuat mudah diakses tanpa 

diminta sekalipun. 

Agar kebebasan berekspresi terus 

berkembang ada beberapa kondisi-kondisi 

dasar yang dapat dipenuhi seperti harus 

adanya supremasi hukum. Hukum yang ada 

harus menjunjung tinggi kebebasan 

berekspresi. Selain itu hokum tersebut 

harus memiliki system judisial, termasuk 

hakimnya, independen dari pengaruh luar 

seperti pemerintah yang berkuasa maupun 

kepentingan swasta. Kondisi selanjutnya 

harus terdapat kebebasan informasi yang 

kuat untuk memungkinkan akses kepada 

informasi public yang mudah dan tidak 

terhambat. Selanjutnya untuk menunjang 

perkembangan kebebasan berekspresi harus 

terdapat lingkungan yang memungkinkan 

berkembangnya media yang independen 

dan pluralistic. 

Dengan semakin populernya internet 

dan khususnya dengan semakin ahlinya 

para pengguna untuk mengatasi sistem 

pemfilteran resmi yang dipasang oleh 

pemerintah, upaya mencari dan berbagi 

informasi menjadi lebih mudah dan 

seringkali berisiko lebih rendah bagi para 

penghasil informasi tersebut. Teknologi 

internet temutakhir memungkinkan 

seseorang untuk mencari dan menrima 

informasi serta memproduksi dan berbagi 

informasi. 

Tidak setiap kekuasaan politik sepakat 

atau mengizinkan penggunaan media online 

untuk ekspresi politik tanpa hambatan. Ini 

mengakibatkan terjadinya pelecehan, 

penahanan, dan serangan lain terhadap 

sejumlah pengguna media untuk tujuan 

politis. 

Ada berbagai kegiatan yang bisa 

dilakukan unuk membantu mengawasi, 

mempertahankan, dan mempromosikan 

kebebasan berekspresi. Semua ini bisa 

dilakukan di tingkat masyarakat kecil 

hingga nasional. Ada kegiatan yang 

memerlukan sedikit pengetahuan teknis 

teknologi, sementara yang lainnya tidak.  

Pertama, cari tahu sumberdaya apa yang 

dimiliki, berbagai sumber daya yang bisa 

akses dari orang ke orang, dari komunitas 

ke komunitas, dan dari negara ke negara. 

Insiden-insiden penindasan terhadap 

kebebasan berekspresi. Ada sejumlah 

batasan dalam kebebasan berekspresi. 

Pembatasan yang sah atas kebebasan 

berekspresi TIDAK DAPAT digunakan 

sebagai alasan mudah untuk membatasi 

kebebasan berekspresi yang sah. 

Terdapat beberapa potret 

penyimpangan kebebasan berpendapat yang 

ditembak dengan UU ITE (Lumbantobing, 

2017). Pertama, perang komentar di dunia 

maya, ketika ada postingan yang agak 

nyeleneh pasti masyarakat berbondong-

bondong untuk mengomentari hal tersebut. 

Di sini terlihat ruang privacy mulai 

terancam dan setiap orang dengan sebebas-

bebasnya mengomentari cara hidup orang 

lain. Kedua, serangan pada anonimitas yang 

menyuarakan kritik secara benar namun 

justru mendapatkan perlawanan dari pihak 

yang disudutkan anonim tersebut. Ketiga, 

peningkatan kasus penistaan yang 

seringkali muncul. Penistaan ini seringkali 

dihubungkan dengan pencemaran nama 

baik agama tertentu. Keempat, pemaksaan 

budaya seperti beberapa 

mempermasalahkan penulis blog bukan 

keturunan China namun menulis tentang 

resep-resep makanan China dan itu tidak 

dibenarkan menurut netizen yang 

menyampaikan pendapatnya. 
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SIMPULAN  

Berdasarkan hasil penelitian dan 

pembahasan yang telah diuraikan maka 

dapat disimpulkan bahwa: 

a. Penelitian ini menghasilkan simpulan 

bahwa implementasi UU ITE sudah 

disesuaikan dengan tujuan UU Tahun 

1945, yang ingin menjamin kebebasan 

berpendapat tanpa mengurangi 

perlindungan hukum bagi yang 

berpendapat atau yang menerima 

pendapat tersebut. Akan tetapi masih 

ada permasalahan-permasalahan terkait 

revisi UU ITE seperti: Rapat 

pembahasan UU ITE tidak pernah 

dinyatakan terbuka oleh Komisi 

Komunikasi dan Informatika DPR alias 

dilakukan secara tertutup. Pasal 27 ayat 

3 yang memuat tentang larangan 

penyebaran informasi yang menghina 

dan mencemarkan nama baik justru 

malah mengurangi ancaman hukuman 

dan ini justru akan mengancam 

kebebasan berekspresi. Ditambah lagi, 

dalam KUHP ada ketentuan yang sama. 

b. Revisi UU ITE dinilai terlalu 

memberikan kewenangan luas bagi 

penegak hukum. Seperti pada pasal 43 

ayat 3 yang mana penggeledahan harus 

mendapat izin ketua pengadian negeri, 

atau pada pasal 43 ayat 6, penangkapan 

yang sebelumnya harus meminta 

penetapan ketua pengadilan negeri kini 

justru disesuaikan dengan ketentuan 

KUHP. Sementara itu, penyelesaian 

masalah mengenai kebebasan 

berpendapat memang selalu terikat 

dengan pasal karet pasal 27, 28 dan 29 

pada UU ITE memang tidak pernah 

berhenti. Pasal ini seolah menjadi 

momok yang mengerikan, bahkan 

dijadikan saranan untuk membalas 

dendam, membungkam kritik, 

memenangkan suatu perkara atau 

bahkan menjadi senjata politik. 
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